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Abstrak

Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesa pada saat awal
kemerdekaannya masih menggunakan berbagai sistem hukum yang berbeda-beda
tergantung pada golongan penduduk sebagaimana kebijakan penjgjah Belanda
Berbagai usaha dilakukan untuk memiliki hukum perkawinan yang berlaku
nasional di Indonesia. Penyusunan dilakukan dengan munculnya berbagai
Rancangan Undang-Undang (RUU) diantaranyaz RUU Komisi Hasan, RUU
Ny.Soemarnie, RUU dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, dan RUU
Perkawinan Tahun 1973. Semua RUU di atas tidak selesai dibahas, kecuali RUU
yang terahir yakni RUU Perkawinan Tahun 1973 inilah yang kemudian dibahas di
parlemen secara penuh hingga disahkan sebagai Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan hukum pencatatan
perkawinan yang dicantumkan secara tegas sebagai syarat sah suatu perkawinan
dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 tersebut menimbulkan penentangan sengit
dari kalangan umat Islam.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan hukum dan
dasar pemikiran ketentuan pencatatan perkawinan dalam RUU Perkawinan Tahun
1973, UU Nomor 1 Tahun 1974 serta pandangan hukum Islam dan faktor-faktor
yang berpengaruh sehingga terjadi perubahan dalam ketentuan hukum pencatatan
perkawinan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 tersebuit.

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan metode library research
atau penelitian kepustakaan dengan mempelgjari peraturan perundangan, kitab
figh, buku, jurnal dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasal ahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan administratif belaka.
Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973
yang secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai syarat sah suatu perkawinan.
Sedangkan hukum Islam memandang bahwa pencatatan perkawinan merupakan
ketentuan baru yang sejalan dengan hukum Islam, sebagai penguat administratif
dan pembuktian namun bukan untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.
Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan itu adalah perjuangan gigih dari
umat Islam sehingga tercapa konsensus politik antara Fraks Persatuan
Pembangunan dan Frakst ABRI sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara tokoh
Islam dengan Presiden Soeharto. Konsensus ini kemudian disetujui oleh DPR
pada pembahasan RUU Tahun 1973 tersebuit.



KATA PENGANTAR

3l sy Jus )l A1y e el Q18 B S J 53 ) A A deal)
AP ) gl S pdiall o S gl alS pall e o jedad (3l (g
JAM‘_AL?S“JLLA?@JS\MJ“JJ sc \Jmu\d@.&\_gdﬂ,jﬂ‘)fbhj

a3 Lalepman] dpna g all e

Alhamdulillah, puji syukur selalu kepada Alloh SWTang telah
memberikan banyak karunia dan kenikmatan, sunggahgat bersyukur.
Sholawat dan salam semoga selalu tercurah untukurjgap agung Nabi
Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia.

Skripsi yang berjudul “Analisis Atas Ketentuan HukuRencatatan
Perkawinan Dalam Rancangan Undang-Undang PerkawinannT&973 Dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinmaintelah dapat
diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Namun tefgusebagai karya ilmiah
sederhana ini, pasti ada kekurangan. Sehinggaabukiilanya penyusun meminta
saran dan kritik dari semua pihak.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak akan seldesngan kemampuan
penyusun pribadi, namun tentu saja melibatkan Hampylaak yang membantu.
Perkenankanlah penyusun dengan ini mengucapkamat&dasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudhian Wahyudi, MA, Ph.D, selakuk@e Fakultas

Syariah dan Hukum yang telah berkenan memberi waktuk

menuntaskan studi penulis;

vi



. Ibu Hj.Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku Ketua JurusdsAkhwal asy-
Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah yang telah berkenamberi jalan, waktu
dan pengarahan lugas agar penulis dapat menyelasstikdi;
. Bapak DR. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, MA, selaku dopembimbing
| yang telah menunjukkan, membantu, mengajari, neeimaktu dan
perhatian yang membesarkan akal dan semangat kppagasun;
. Ibu Dra.Hj.Ermi Suhasti Syafe’i, M.Si, selaku dog@mbimbing Il yang
telah menerima hangat dan mengkoreksi kekeliruaft skripsi ini;

Bapak / Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, khususnya Bdpa. Supriatna,
M.Si, Ibu Ruhaini, Pak Mujib dan Bapak/lbu StafftddJsaha sekalian
yang telah membimbing, sejak kampus masih berberAlid hingga
UIN;
. Almarhum Bapak, Ibu, almarhumah Simbok, semogalwseal@erkahi
Alloh SWT. Abah Drs.H.Noor Kholil, M.Hum dan Dra.HjtSFathonah.
Ahirnya bisa menjaga jejak keluarga sebagai aluhtIN Jogja;
. Bapak Drs.H.Masjoedi dan Ibu Hj.Siti Solikah di Jayea, Papua yang
berkali-kali menanyakan kuliah di UIN, sehinggaasacsignifikan telah
memacu penyusun untuk menyelesaikan studinya;
. Bapak Nurhuda,SH, Ibu Dra.Ari Muzalifah, Ibu Enda8gpriyani,S.H,
Bapak Supono,S.Sos, serta teman-teman kantor aelaldi negara yang
telah memberi waktu penyusun untuk menyelesaikéiatkyang tertunda;
. Teman-teman dobelan di Fakultas Hukum UGM dan Fakufgari’ah

IAIN dulu yang telah menemani: Adi ‘Setneg’, Ali ‘Diefy Ibra ‘Astra’,

vii



Lilis ‘Depkeu’, Rifky ‘Depkeu’, Huda ‘Pemkot’. Temaman sekelas

AS-3 angkatan 2002 yang telah sangat mendahulik;aaik kelas yang

berbakat: Joko BEM dan Fandi, rekan-rekan di Jam&halahuddin

UGM, teman-teman KKN Merapi dan terima kasih kepadamaternya

Syariah UIN yang kukenal: Lukmanul Hakim, Gus Syadad;

10. Terima kasih untukaujaty Nurul Istigomah, S.Farm, Apt. yamgptivated,

spoiled, patientfull, smart. Nanti teruskan lanjut kuliah lagi.

Sungguh banyak orang yang membersamai sejak awadjahiahir ini,
maka hanya doa tulus semoga mereka dibalas dergfmikin yang berlimpah
dan ilmu yang bermanfaat. Adapun penulisan skripdeshana ini pasti banyak

kekurangannya, sehingga harus disempurnakan ofehkgmudian.

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1431 H
20 Agustus 2010 M

Penyusun,

Adib Bahari

viii



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalarenypusunan skripsi
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama MenteriadAdamMenteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/19870843b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf latin Keterangan

J Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
« ba b be

z ta t te

: sa’ $ es (dengan titik di atas)
d jim j je

z ha’ h Ha (dengan ttik di bawah)
z kha’ kh Dan dan ha

A dal d de

3 zal z zet (dengan titik di atas)
D ra’ r er

B zai z zet

e sin s es

g syin sy es dan ye
U sad S es ( dengan titik di bawah)
Ua dad d de (dengan titik di bawah)
L ta’ t te (dengan ttitik di bawah)
L za’ z zet (dengan titik di bawah)
d ‘ain ‘ koma terbalik dari atas
¢ gain g ge




s fa’ f ef

) qaf q qi

& kaf k ka

J lam 1 ‘el

2 mim m ‘em

O nun n ‘en

p wawu w w

5 ha’ h ha

s hamzah ’ apostrof
$ ya’ y ye

B. Kosonan Rangkap KarenaSyahddah Ditulis Rangkap

PR ditulis muta‘adiddah

Bam ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulish

YL ditulis hikmah
ile ditulis illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Agsimg sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan selyagakecuali bila dikehendaki lafal
aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al’ serta bacakedua itu terpisah maka

ditulis denganty’



Ll oY1 3l S ditulis karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harak&irhah, kasrahdan dammah

ditulis t atauh

PR

ditulis

Zakah al-fitri

D. Vokal pendek

— fathah ditulis a
Jnd ditulis fa‘ala
) kasrah ituli i
o ditulis i
. ditulis zukira
A dammah ditulis u
ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
1 Fathah + Alif ditulis a
dala ditulis jahiliyyah
2 Fathah + ya'mati ditulis :
o ditulis tansa
3 , .
Kasrah +ya'mati ditulis i
) 2 S ditulis karim
Dammah + wawu mati ditulis il
Uas A ditulis furad

Xi




F. Vocal Rangkap

1 Fathah + ya’mati ditulis ai
Sy ditulis bainakum

2 Fathah + wawu mati ditulis au
d}_g‘ ditulis qau]

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipeghkan dengan apostrof

el’aﬁ ditulis a’antum
el ditulis u‘iddat
584 o ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyahdituis menggunakn hurdf'.

ol ditulis al-Qur’an
ol ditulis al-Qiyas

3

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyalditulis denagan mengunakan huByfamsiyya

yang mengikutinya, dengan mengilangkan huruf )*(gta

Lol ditulis as-sama’

ol ditulis asy-syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkain kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

sl g0 ditulis zawi al-furid

dawll Jal ditulis ahl as-sunnah

Xii




DAFTAR IS

HALAMAN JUDUL .....oooiiiiiiiiiiiin i i
HALAMAN ABSTRAK ...oiiiiiiiiiiii i
HALAMAN PERSETUJUAN ...ttt iii
HALAMAN PENGESAHAN ......cccciiiiiiiiiiii e, v
KATA PENGANTAR .o vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ..ottt iX
DAFTAR ISI . Xiii

BAB | PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang Masalah ......c........ccooiiiiiiiiinnen 1
B. Pokok Masalah ...........cccooiiiiiiimm 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...................ccoooen 5
D. Telaah Pustaka ...........c.coooiiiioiei i 6
E. Kerangka Teoretik ..........ccoov i, 7
F. Metode Penelitian .............coueeiiii e 18
1. Jenis Penelitian ..........cccooimmmiiiiiiiii e, 18
2. Sifat Penelitian ..........coooiimiiiiii 18
3. Pendekatan Penelitian ......co.cocoveiiiiiiiiin... 18
4. Pengumpulan Data .........ccoooviiieiiiiiie e 19
5. AnalisaData ..........ccooeiiiiiiii 19
G. Sistimatika Pembahasan ...........c.c...ccooiiii 2C

BABII  TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN
PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan ....

1. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 2b
Tahun 1974 ...

2. Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2B
Tahun 1974 ...

B. Maksud dan Tujuan Pencatatan Nikah .................. 32

xiii

22



C. Tata Cara Pencatatan Nikah ..........ccommeviiiiininanns 36

D. Pencatatan Nikah Dalam Hukum Islam ...ccc............ 47

Xiv

BABIII  TINJAUAN UMUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN TAHUN 1973
A. Sejarah Rancangan Undang-Undang Perkawinan........ 54
B. RUU Perkawinan Tahun 1973 ..o ienn, 62
1. Dasar HUKUM ... e e 62
2. Sejarah Pembentukan RUU Perkawinan ............... 63
3. ISiRUU Tahun 1973 ... ..o e, 69
BAB IV ANALISIS ATAS KETENTUAN HUKUM PENCATATAN
PERKAWINAN DALAM RANCANGAN UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN TAHUN 1973 DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN
A. Studi Perbandingan Ketentuan dan Dasar Pemikivén
Pencatatan Perkawinan Dalam RUU Perkawinan Tahun
1973 dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan ... e
B. Faktor-Faktor Pengubah Ketentuan Pencata&h
Perkawinan ...
BABV  PENUTUP
1. KesSimpulan ... e 89
2. SATAN .. 91
DAFTAR PUST AKA L e 96
LAMPIRAN
Lampiran | : Halaman Terjemahan ...........cccceeeiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiins I
Lampiran Il : Biografi Ulama ...............ooeeeceieiiieiee Il
Lampiran 11l : RUU Perkawinan Tahun 1973 ..o, 1]
Lampiran 1V : Curriculum Vitae ............ooeeeemivvviiiviiiiiiiiiiiieeeeneeee e \



BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia sudatudisecara khusus
melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang d®eérkan, yang
kemudian diberlakukan dengan aturan pelaksanankai Yeraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu peraturan terkaitgde perkawinan di Indonesia
tersebar dalam berbagai aturan tertulis lainny&rsepndang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Reasido 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam dan berbagai peratwtam keputusan negara
lainnya.

Hukum perkawinan dalam Islam juga mempunyai kedudwyleary amat
penting, diketahui dari banyaknya ayat dalam als@urmaupun hadis dan
penjelasan detailnya. Hal ini disebabkan hukum per@n mengatur tata cara
kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupasyarakat sejalan dengan

kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehanmaebihi mahluk-

mahluk lainnya. Perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kd@-ﬂeé

Wty Islam pun memandang perkawinan dan segala dampatiaymgap

sebagai suatu ibadah yang agung.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukanlah aturan mari@dalam

hukum perkawinan di Indonesia. Namun dengan atuiamaka beberapa aturan

! Ahmad Azhar BasyitHukum Perkawinan Islantet ke-9 (Yogyakarta:Ull Press, 1999),
him 1.



perkawinan sebelumnya dihapus dan dinyatakan tidalaku lagi. Beberapa
aturan yang tidak berlaku itu itu adalah Kitab Urglaindang Hukum Perdata
(Burgelijk Wetboek Ordonansi Perkawinan Indonesia KristeRluelijks
Ordonnantie Christen Indonesigrserta peraturan-peraturan lain yang mengatur
perkawinan sejauh telah diatur oleh Undang-Undamga®énan Nomor 1 tahun
1974 ini dinyatakan tidak berlaku l&gi.

Sejarah mencatat bahwa proses legislasi pembentukaang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sangat melelahkaninHehrena pertentangan
berbagai kepentingan ideologis, politis baik dajgerdebatan di parlemen bahkan
melibatkan juga berbagai unsur ekstraparlementay y@enimbulkan ketegangan
sosial politik Indonesia pada masaitu.

Setelah berbagai RUU tentang perkawinan yang diajdkatek dengan
berbagai alasan dan kondisi, maka kehadiran UU Nomofakhun 1974
merupakan prestasi perundangan yang luar Big@sberapa RUU yang telah
dirumuskan namun ditolak yakni Rancangan Undangadgdentang Peraturan
Perkawinan Ummat Islam, sebagaimana telah disampaileagan Amanat
Presiden Nomor R 02/PRES/5/1967 tanggal 22 Mei 166@ Rancangan
Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan PokokaRémn sebagaimana

telah disampaikan dengan Amanat Presiden Nomor RPO10HK/9/1968

2 SoemiyatiHukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawiretn ke-5,
(Yogyakarta:Liberty,2004), him. 2.

3 Koran TempoAksi dan Reaksi RUU PerkawinahSeptember 1973.

4 Jaih Mubarok, Akar-Akar RUU Perkawinan”http://ikadabandung.wordpress.com
/2007/12/03/akar-akar-ruu-perkawinan-tahun-1978¥déenesia, akses 27 Agustus 2010.



tanggal 7 September 198&emudian muncullah RUU Perkawinan berdasarkan
inisiatif Presiden berdasarkan surat Presidenngga 31 Juli 1973 Nomor
R.02/P.U./VII/1973yang kemudian dengan berbagai revisi dan perdelsatagit

di lembaga parlemen maupun masyarakat ahirnyaldisatmenjadi UU Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawieampakan salah
satu isi pasal yang dirumuskan dalam RUU Perkawinaimuii 1973 tersebut.
Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 ini menyatakan :

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapgawae pencatat

perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkeawoleh pegawai
tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Wadadang ini

dan/atau ketentuan hukum perkawinan fihak-fihak yamgakukan
perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengaandgadndang ini.

(2) Pencatatan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) paisdilakukan
oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dal@eraturan
perundang-undangan tersendiri.

Penjelasan resmi dari RUU Perkawinan Tahun 1973 atakgn dengan
tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah, apalalakin dihadapan pegawai
pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftacgten perkawinan oleh
pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dangdiingkan menurut
Undang-undang dan/atau ketentuan hukum perkawindmak-{pihak yang
melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangargath Undang-undang.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan demikian mBkagantar Agama yang

melangsungkan perkawinan antara golongan-golongamageriu dilihat dalam

® Surat Presiden kepada Pimpinan Dewan Perwakildya®aNomor. R.02/P.U./ VII/
1973, tertanggal 31 Juli 1973.



pelaksanaan fungsinya sebagai pencatat perkawinam marupakan salah satu
aspek dalam pencatatan sfpil.

Ketentuan bahwa pencatatan sebagai syarat sahipyahsperkawinan di
atas mendapatkan tentangan sangat keras dari kalaamggota DPR muslim
khususnya Fraksi Persatuan Pembangunan, kalangamauflan tokoh Islam
hingga kalangan organisasi masyarakat Islam saasaeperti Nahdhotul Ulama
dan Muhammadiyyah dan organisasi massa Islam lathny

Berbagai tindakan politis dilakukan melalui prokemunikasi antar tokoh
masyarakat khususnya terhadap tokoh-tokoh IslankaMatelah melalui proses
yang panjang, tercapailah konsensus, sehingga eumesal terkait pencatatan
perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974&knmenjadi:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut rhukwasing-
masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan p#ang-undangan
yang berlaki.

Perubahan rumusan pasal pencatatan perkawinan dRancangan
Undang-Undang ini tentu saja selain dikarenakan asatahan afiliasi politik
juga lebih dikarenakan karena dilandasi berbagaiipean yang berbeda dari
semua pihak yang berkepentingan. Pertimbangamyetigan pemikiran yang
diyakini dan dianut akan menentukan corak pendgpag muncul. Namun

demikian, kedua arus pemikiran yang berbeda tetdsdrsepakat untuk satu hal

® Penjelasan Umum RUU Perkawinan Tahun 1973

" Daniel S Lev,Peradilan Agama Islam di Indonesialih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh
cet. ke-2 (Jakarta: PT Intermasa, 1986), him.347.

8 pasal 2 ayat (1) dan (2)



yakni bahwa ketentuan terkait dengan pencatatakaweran memiliki aspek
kemanfaatan dan kemaslahatan yang sangat banyaknbagarakat Indonesia.
Sehingga pencatatan perkawinan tetap harus diatamdperaturan perundang-

undangan perkawinan di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yanly titeparkan di atas,
maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalamliti@an ini dapat
dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum dan dasar pemikiramntkan
pencatatan perkawinan dalam RUU Perkawinan Tahun, 193 3Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pandangamhiskam®?

2. Apakah faktor-faktor yang berpengaruh sehinggaaderjperubahan
ketentuan pencatatan perkawinan dalam RUU Perkawiaannlr 1973

tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Menjelaskan dan menggambarkan ketentuan hukum desar d
pemikiran tentang ketentuan pencatatan perkawindamdé&UU
Perkawinan dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perleawin

b. Menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh sehingggadi

perubahan dalam ketentuan pencatatan perkawinan.



2. Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam Isejara
pembentukan perundang-undangan perkawinan di lsthne
khususnya polemik penyusunan Undang-Undang Perkawiia
Indonesia terkait dengan pencatatan perkawinan.

b. Memberikan keyakinan secara teoritis akan pentiagngncatatan
perkawinan sebagai tindakan hukum yang harus dikugar
terjadi perlindungan hukum terutama terhadap pdsigium bagi
wanita.

c. Memperlihatkan secara sosio-historis proses p@saBv hukum
Islam dalam masa awal orde baru sebagai bahan |peraya

pemikiran.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran terhadap karya ilmiah dan penelitiang yamnempunyai
kesamaan permasalahan sejauh yang penulis lakukaergdustakaan pusat
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga adalah gabaerikut :

Penelitian dan karya ilmiah oleh Taufiqurrahmanjuskri Maslahah
Pencatatan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam Terhad®&gncatatan

Perkawinan Relevansinya dengan Pasal 2 ayat (2) bgdandang Nomor 1



Tahun 1974 Skripsi ini berisi penjelasan unsaoraslahahdan madarat untuk
perkawinan yang tidak dicatatkan.

Skripsi oleh Saiful Ridzal berjuduPencatatan Nikah Sebagai Sistem
Hukum Indonesia : Studi Perbandingan Antara Figh didang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawina8kripsi ini bermaksud untuk menjelaskan
urgensi pencatatan nikah dalam kehidupan rumalgsadglam konteks negara,
juga perbedaan konsep persyaratan di dalam aka#l aktara hukum positif dan
hukum Islam dari segi kekuatan hukumna.

Selain itu juga ada karya berjudBerspekstif Hukum Islam Terhadap
Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahui4l1%entang
Perkawinan (Studi Analisis Ushul Figle)eh Muhammad Mahfudhi. Skripsi ini
menjelaskan tinjauarushul figh (filsafat hukum Islam) terhadap pencatatan

perkawinan di Indonesia

E. Kerangka Teoretik

Kehadiran pedagang Islam di nusantara, membawa tegdanilai dan
hukum Islam sebagai misi penyebaran agamanya. iSésogan hakikat dakwah

Islamiah, nilai-nilai Islam itu diresapi dengan pbn kedamaian tanpa

° Taufiqurrahman berjuduMaslahah Pencatatan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam
terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya defgesal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah9&9him.6.

% saiful Ridzal, “Pencatatan Nikah Sebagai Sistemkudu Indonesia : Studi
Perbandingan Antara Figh dan Undang-Undang Nomdraun 1974 tentang Perkawinan”,
Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, 20064n. 6.

' Muhammad Mahfudhi,”Perspektif Hukum Islam Terhad®gncatatan Nikah Dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaw(8ardi Analisis Ushul Figh)”, Skripsi
UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, 2006, him. 6.



menghilangkan nilai-nilai adat setempat yang tskuai atau tidak bertentangan
dengan nilai-nilai akidah dan syariah Islam. Ped&mkedua sistem nilai itu (adat
dan Islam) berlaku secara wajar, tanpa adanya koafliara kedua sistem nilai
tersebut. Hal inilah yang menjadikan seorang sar@landa, Mr.L.W.C. van den
Berg berkesimpulan bahwa pada awal-awal masa peafapélanda, bagi orang-
orang Indonesia yang beragama Isalam berlaku niottweption in compleXu
yang berarti orang-orang muslim Indonesia menedaramemperlakukan syariat
secara keseluruhdf.

Kehadiran kolonialis Belanda di awal abad ketujetab, pada mulanya
tidak terlalu berpengaruh terhadap hukum yang hahlam masyarakat pribumi.
Pada masa awal rezim ini, kolonial memilih untukakidikut campur tangan
dengan institusi hukum Islam. Hukum keluarga Islaerutama peraturan-
peraturan yang menyangkut masalah perkawinan desmrisan, secara umum
diaplikasikan. Namun begitu, suatu perubahan muketika pada tanggal 25 Mei
1670, Kompeni Dagang Hindia Belandéefeenigde Oost-Indische Compagnie
disingkat VOC) mengundangkan Resolusi PemerintaldialiBelanda Resolutie
der Indische Regeerifgyang juga diketahui dengan sebutan Koleksi Hukum
Freijher Compendium Freijhgr Resolusi ini merupakan peraturan yang pertama
terbit berisi kompilasi hukum Islam mengenai perkan dan kewarisan
sebagaimana diaplikasikan oleh Pengadilan VOC. Damikula di Semarang
(Jawa Tengah), pemerintah mengeluarkan Koleksi Rukiawa Primer yang

diambilkan dari Kitab Hukum Islariviugharrar (Compendium der Voornaamste

12 Busthanul Arifin,Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejatdmbatan
dan Prospeknyecet ke-1, (Jakarta:Gema Insani Press,1996), Bh363



Javaansche Wetten nauwkeurig getroken uit het Mohaaensche Wetboek
Mogharrael) untuk pengadilan-pengadilan umum. Muncul jug&€debon (Jawa
Barat), Cirbonsche RechtboekPepakem Cirebon) dan di Sulawesi Selatan
pemerintah kolonial mengeluarkan Koleksi Hukum HinBiglanda darHoven
van Bonedi Goa Compendium Indiansche Wetten bij de Hoven van Bane e
Goa).™® Namun sangat tragis ahirnya hukum perkawinan terpgrtama yaitu
Compendium Freijeitu ahirnya dihapus pada tanggal 17 Februari 1d4i8yan
Koninlijk Besluithomor 27 Tahun 191%.

Perkembangan hukum perkawinan Islam selanjutnyaaldhbiarkannya
pemberlakuan secara materiil hukum perkawinan Islanegeri jajahan. Namun
pembentuk Undang-undang menambahkan bahwa melaluialse®rdonansi
diharuskannya untuk mendaftarkan semua perkawinkk t@an rujuk bagi
penduduk yang beragama Islam untuk menciptakan skapa hukum di
masyarakat. Pada tahun 1895 telah dikeluarkan bBefuwdonansi yang pada
tahun 1929 ditinjau kembali dan dikenal dengan ljutHuwelijksordonnantie
(Staatblad 1929 Nomor 348 dan Sttablad Nomor 193d¥0467) yang
mengatur tata cara perkawinan dan talak umat Isiang berlaku untuk daerah
Jawa dan Madura, daHuwelijksordonantie BuitengewestdBtaatblad Tahun

1932 Nomor 482) yaitu ordonansi yang mengatur t@ata perkawinan umat Islam

13 Ratno LukitoPergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indoneglakarta:INIS,
1998), him. 30.

14 Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawiukum Perkawinan di Indonesig@lakarta:Bulan
Bintang,1975), him 11-12.
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yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Mdduserta Vorstenlandsche
Huwelijksordonnatie(Staatblad Tahun 1933 Nomor 98) yaitu ordonansigya
mengatur tata cara perkawinan umat Islam yang lerkhusus untuk daerah
Surakarta dan Yogyakarta.

Perkawinan menurut hukum adat nampaknya sama stdak ada
campur tangan dari penguasa pusat, namun regakadiperkawinan di daerah-
daerah tertentu ditiadakan. Dengan demikian misalpgda tahun 1896 di
Buleleng, Bali, dinyatakan wajib untuk mendaftarkparkawinan di kantor
Kecamatan. Pendaftaran tersebut dipandang sehagashhnya perkawinatf.

Ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di HindedaBda pada saat
kemerdekaan dikumandangkan, dapat dibagi kedataenkategori, yaitu:

1. Peraturanndische Burgerlijk WetboeKitab Undang-Undang Hukum
Perdata) dalam Buku I, berlaku untuk Golongan Erdpa orang-
orang yang disamakan dengan mereka serta Golonigaumr RAsing
Keturunan Cina.

2. Hukum Perkawinan Islam yang berlaku bagi GolongahuRri dan
Golongan Timur Asing yang memeluk agama Islam.

3. Hukum perkawinan adat, bagi mereka yang tidak memalyama

Islam maupun Kristen.

5 wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda,
(Bandung:Mandar Maju,2002), him 63.

18 |pid. him.63
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4. Hukum Perkawinan CampuranRéglement op de Gemengde
Huwelijken (RGH)) untuk mereka yang melangsungkan perkawinan
campuran.

5. Huwelijks Ordonantie vor de Christen Indones{etOCI) (Staatblad
1933 Nomor 74) berlaku untuk orang-orang pribumigyderagama

Kristen.

Perjuangan untuk memiliki sebuah peraturan perkawyaag menjunjung
dan melindungi kaum perempuan di Indonesia sudalldi sejak tahun 1920-an
di masa penjajahan Belanda. Hal ini dapat ditelusahwa pada tanggal 22
sampai dengan 24 Desember 1928 telah diadakan Kemdegertama Kaum
Perempuan Indonesia yang dihadiri wakil-wakil dadi @gapuluh) organisasi
perempuan bumiputera (Wanito Oetomo, Putri Indepe8Vanita Katolik,
Moehammadiyyah Bagian Wanita, Sariat Islam Bagiaanid). Dari Konggres
ini berhasil mendirikan Perikatan Perkumpulan Pergan Indonesia (PPPY).
Organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indon@2PPIl) ini dalam
perjalanannya mengadakan berbagai konggres dengén utama perjuangan
peningkatan posisi kaum perempuan dalam kaitan aterigtentuan hukum
perkawinan di Indonesia termasuk dalam hukum Islam.

Aturan perkawinan terhadap umat Islam setelah merdeigga sebelum
tahun 1974 hanyalah bertujuan untuk mengatur adtrasi negara terhadap

perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam atanmcatatan perkawinan

7 |bid. him. 192.
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yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang PatacetNikah, Talak

dan Rujuk dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954. Adapukum
materialnya berdasarkan kitab-kitab fikiunakahatsebagai hasil ijtihad ulama
klasik pada abad ketujuh Masehi. Hagihad sebagai pemikiran yang tertuang
dalam kitab fikihmunakahaini pada kenyataannya terdapat perbedaan-perbedaan
pendapat terhadap ketentuan dalam hukum perkawatem.|Hal ini berdampak

di kalangan Islam dalam penerapan hukum perkawimaimgs tidak seragam
sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalamalalagperkawinan, lebih
buruk lagi tidak jarang menimbulkan kerugian dalpelaksanaan perkawinan
terutama terhadap kaum perempuan (isteri) dan anak-

Perkembangan proses pembentukan hukum perkawin&mjoérdengan
pembentukan Panitia Penyelidik Peraturan dan HuRamkawinan, Talak, dan
Rujuk bagi umat Islam dengan Surat Keputusan MeAgama Nomor B/2/4299
tertanggal 1 Oktober 1950. Panitia ini bertugasiman kembali semua peraturan
perkawinan dan menyusun RUU Perkawinan yang dapat mpamay semua
kenyataan hukum yang hidup dan berkembang di masyarAnggota panitia ini
terdiri dari orang-orang yang dianggap ahli mengbokum umum, hukum Islam
dan Kristen yang diketuai oleh Mr. Tengku Hasanir Ahhun 1952 panitia ini
menghasilkan kerja berupa RUU Perkawinan Umum yamigkee untuk semua
golongan dan agama, dan pada tahun 1954 berhasiimpengkan pula RUU
Perkawinan Umat Islarf. Namun dalam pembahasan di parlemen RUU

Mr.Tengku Hasan juga mentah.

18 Ipid. him.195
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Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan yangipeaarbentuk
dan mentah juga adalah RUU Perkawinan Umum dari aadggBR yakni Ny.
Soemarie dan 2 (dua) RUU hasil dari Lembaga Perabifukum Nasional yakni
RUU perkawinan untuk umat Islam (tahun 1967) dan RUtlatey asas-asas
dasar perkawinan (tahun 1968)Jadi tiga gelombang RUU Perkawinan yang
pernah ada semua tertolak.

Pemikiran hukum terhadap rancangan undang-undatensiperkawinan
yang akan dibentuk di Indonesia dapat dibagi Z)tiiran, yaknf°

1. Aliran pertama: satu Undang-Undang yang berlaku kurdemua
golongan gnificatie).

2. Aliran kedua: masing-masing golongan mempunyai Undartang
tersendiri karena materi perkawinan pada masingngagilongan ada
yang sama, ada yang berlainan, bahkan ada ydiagetraal
(differentiatiehukum).

3. Aliran ketiga: ada Undang-Undang Pokok, selanjutnggi masing-
masing golongan diadakan Undang-Undang Orgadikfefentiatie
dalamunificatie).

RUU tentang Perkawinan dari pemerintah tahun 197 bkérterbit. RUU

ini setelah dibahas secara sangat alot ahirnydldisamenjadi Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. RUU Perkawifahun 1973

menginginkan adanya sebuah kesatuaifitatie terhadap segala hukum

19 1bid. him.197

20 Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawiukum Perkawinan di Indonesialm 18
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perkawinan yang beragam di Indonesia. Hal ini teratia snenjadikan harus
diakomodirnya ketentuan-ketentuan hukum yang berldk Indonesia, yakni
hukum perdata barat (BW), hukum Islam, hukum adattdOCI.

RUU Perkawinan Tahun 1973 ini mendapat pengaruh gakgp besar
dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanaldapsatu sisi dan
pada sisi yang lain dakuwelijk Ordonnanantie Christen IndonesigidOCI).
Dari total jumlah 73 pasal dari RUU Tahun 1973 temsememperlihatkan
kesamaan-kesamaan untuk sebagian atau untuk sgfardengan HOCI dan atau
IBW.* Setidaknya menurut catatan disertasi Wila Candaaada 44 (empatpuluh
empat) pasal yang sama persis atau setidaknya deingan IBW dan HOCI yang
merupakan hukum barat dan hukum KridferAdapun pasal lainnya dapat
dianggap berasal dari RUU Tahun 1973 itu sendirinura berisi aturan
berdasarkan hukum adat dan sedikit hukum Islam.

Kondisi objektif isi RUU seperti tersebut di atagedtang sangat keras
oleh kalangan partai dan tokoh-tokoh Islam. Pegaargigih kalangan Islam baik
dalam parlemen atau luar parlemen ini ahirnya masitfan buah terciptanya
sebuah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 197g lyamyak sekali
perbedaan daripada RUU aslinya. Perbenturan sistkomhsebagai dampak dari
unificatie hukum perkawinan nasional ini sangat terasa arttakum Islam

dengan hukum perdata barat Kristen (IBW dan HGEI).

2L Wila Candrawila SupriadHukum Perkawinaphlm 199.
#2bid. him.199

% Hal ini sangat tampak dari sidang-sidang pembahB&#) Perkawinan Tahun 1973 di
parlemen bahkan atau protes keras dari kalangamhto#tan organisasi Islam. Lihat
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Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974ladatan
lahir batin antara seorang pria dan seorang waeib@gai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yartiagoe dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha “Es@erkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agama darerkapaannya ite"
Ketentuan umum inilah yang menjadi dasar keabsdaarsebuah perkawinan.

Haruslah dicatat bahwa Undang-Undang juga mewajibkagi bebuah

perkawinan untuk dilakukan pencatatan perkawffid@encatatan perkawinan dari
mereka yang melangsungkan perkawinannya menuruhadslam, dilakukan
oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalaanghuthdang Nomor 32
Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak darki(ju

Setidaknya ada 2 persoalan hukum yang paling mandisi pencatatan

perkawinan bagi orang Islam di Kantor Urusan Agama (Kishtu :

1. Persoalan seleksi calon mempelai, karena dengamyadaencatatan
perkawinan di KUA ini dapat diketahui boleh atawakidya perkawinan
dilaksanakan secara hukum Islam.

2. Persoalan bukti hukum, dikarenakan dengan penoataakawinan

oleh KUA kemudian diterbitkan buku Akta Nikah yang npakan

TaufiqgurrohmarRroses Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Tahu8v4 1 dan
Hubungannya Dengan Hukum Perkawinan Isldm@sis Universitas Indonesia, 1993,him 146-169

# pasal 1
25

Pasal 2 ayat (1)
% pasal 2 ayat (2)

27 pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 a5 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi petkan yang sah
secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antgi@akya dan telah
memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adargadkta nikah
ini maka perkawinan secara hukum dianggap tidakgberada. la
merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatatajugataupun
permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agsefimagai
hukum formil yang berlaké?

Pencatatan nikah dalam praktek hukum Islam dan akiades ilmu fikih
merupakan sesuatu yang bersifat baru. Tidak dikgtampengaturan pencatatan
nikah ini dalam literatur fikih klasik terkait deag perkawinan. Apalagi di zaman
perkembangan hukum Islam di masa awal hukum Islarkeb®ang. Sehingga
munculnya aturan pencatatan perkawinan ini merupalatutan zaman yang
memang mengandung kemaslahatan yang sangat jelganta perlindungan
hukum bagi pasangan suami isteri, hubungan pewardam segala hal
keperdataan menyangkut hukum perkawinan.

Munculnya negara bangsa di era moderen ini menadtartya bukti tertulis
yang meyakinkan untuk segala tindakan hukum yaag akakukan. Dari sinilah
maka pencatatan perkawinan dinilai memiliki kemataflaadan kemaslahatan
masyarakat yang jelas. Ulama hukum Islam menyepdleditiva kemaslahatan

manusia ini merupakan tujuan dalam penetapan huklam?®, sehingga negara

*® Rasyid Rizani,Kaidah-Kaidah Fighiyyah Tentang Pencatatan Perkamirdi KUA
Dan Perceraian di Pengadilan Agamattp://pa-banjarmasin.pta-banjarmasin.go.id/inpleg?
content=mod_artikel&id=12 akses 20 Agustus 2010

29 Muhammad Abu Zahrolshul alFigh,alih bahasa Saefullah Ma’shum dkk cet.ke-10
(Jakarta:Pustaka Firdaus,2007) him.426.
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mengambil kebijakan adanya kewajiban pencatatan d&@ip perkawinan yang
terjadi. Ketentuan ini kemudian haruslah menjadvdjéan bagi semua warga
masyarakat untuk ditaati sebagaimana kaedah fikih :

3aliadlls da sie due I o ALY o jus

Kelenturan dan penyesuaian hukum mengikuti perkegdra zaman dan
tempat bagi hukum Islam merupakan sesuatu yand @dang. Sebagaimana
pendapat/kaidah dari Ibnul Qoyyim sebagaimana dikatfieh Fathurrahman

Djamil sebagai berikut:
51 pall 5 1 s 5 LV 5 o Y1 ity 5 5l g

Maslahat Islamiyah sebagai tujuan dari penetapdwurhudalam syariat
Islam Maqasid al-Syari'al) pada dasarnya adalah untuk memelihara 5 (lima) ha
pokok yakni memelihara agama, jiwa, harta, akal kistarunan. Ini disebabkan
karena dunia tempat manusia hidup ditegakkan diitar-pilar kehidupan yang
lima tersebut?

Pemeliharaan atas agama dan keturunan memuncubkamyaa hukum
perkawinan dalam Islam. Hukum perkawinan yang bernthkstuk memberikan
perlindungan bagi semua pihak, baik suami, isteipun anak keturunan dalam
masa sekarang membutuhkan jaminan kepastian huKepastian hukum ini

penting agar terpelihara kepentingan dan dampalkurhukang timbul dari

% Jalaluddin as-SuyutiAsybah wa an-Nazair fi FuruBeirut Libanon: Darul Fikritt),
him 84.

31 Fathurrahman DjamiFilsafat Hukum Islam(Jakarta:Logos,1999), him.164

*> Muhammad Abu ZahrohUshul Figh terj. Saefullah Maksum dkk, cet ke-10
(Jakarta:Pustaka Firdaus,2007)him.548.
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perkawinan, baik untuk masalah status perkawinanta hperkawinan, anak
bahkan hingga perwarisan. Disinilah terlihat urgexsinya alat buktib@yyinaf)
yang sah dan kuat untuk hal-hal tersebut.

Mekanisme pembuktian perkawinan dalam perkembang&anhn modern
dilakukan dengan cara melaksanakan pencatatan getidp perkawinan yang
terjadi. Hal ini di masa sekarang sudah dilaksanakaemua negara di dunia dan
sudah dianggap sebagai ketentuan administratif wamgat penting, termasuk

juga negara-negara Islam moderen.

F. Metode Pendlitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustdkaraly research) yakni
penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajarbdgai literatur yakni
peraturan perundangan, buku, artikel, majalah, siamber tertulis lainnya yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian yaknigtetan perkawinair.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif yakni berusaha
menjelaskan dan menggambarkan permasalahan pamelifpencatatan
perkawinan) serta hal-hal yang terkait dengan pelahan penelitian dan
memperbandingkan permasalahan itu dalam Rancangadangindang

Perkawinan Tahun 1973 dengan Undang-Undang NomomuinTa974 tentang

* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudfienelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat,(Jakarta:Rajawali,1986), him.15.
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Perkawinan dikaitkan dengan pandangan dari hukummissehingga dapat
diperoleh kejelasan mengenai objekilya

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah petaekguridis dan
historis. Pendekatan yuridis yakni menjelaskan psalahan dengan
mendasarkan pada bingkai ketentuan peraturan pETgrdhdangan dan
peraturan hukum Islam. Adapun pendekatan histollekukan dengan cara
mengetahui sejarah suatu permasalahan atau ohbjglditeliti.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran, ag¢ac dan
penelaahan literatur serta bahan-bahan pustakabbéik kitab, jurnal, majalah
bahkan bahan tulisan dari internet yang berkait@ngdn permasalahan
pencatatan perkawinan.

5. Analisa Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan meragn analisa
kualitatif melalui kerangka berpikir deduktif darorkparatif. Deduktif berarti
berarti menganalisa data dengan cara memaparkarddtst yang bersifat umum
untuk kemudian dianalisa dan diidentifikasi dendpambagai pendekatan guna
menghasilkan hal yang bersifat khudus.

Kerangka berpikir komparatif berarti menganalisaadiata yang ada

dengan cara membandingkan antara data yang sagardeata yang lain untuk

* SudartoMetode Penelitian Filsafat,)Jakarta:Raja Grafindo Persada,1996), him.47-49

35 Winarno Surahmad?engantar Penelitian llmiah, Dasar dan TekBandung:Tasito,
1995), him 52.
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kemudian dapat dicari letak persamaan dan perbegaasehingga dampai pada

satu titik kesimpulaf®

G. Sstimatika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi ini, maganyusun
menggunakan sitematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakaagplah.
Kemudian dari latar belakang masalah ini dirumuskaatu pokok masalah
sebagai permasalahan yang akan dijawab dan mergadram utama dalam
penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan tujuden kegunaan diadakannya
penelitian. Setelah itu telaah pustaka yang akangoraikan beberapa kajian
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perrahaalyang diteliti, dilanjutkan
dengan paparan kerangka teoritik. Metode penddijgaparkan untuk mengetahui
jenis, cara, pendekatan penelitian agar dapat atiketkerangka ilmiah dari
penelitian ini dilanjutkan dengan paparan sistikeapembahasan berisi ringkasan
alur-alur pembahasan dalam skripsi.

Bab Kedua berisi tinjauan umum terhadap ketentuan pencatata
perkawinan di Indonesia yang meliputi : pengertian dasar hukum pencatatan
perkawinan baik sebelum berlakunya maupun setelddéikibeya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, kemudian dilanjutkan dengamaoranaksud dan tujuan
pencatatan perkawinan, tata cara pencatatan perkawserta pencatatan

perkawinan dalam hukum Islam.

38 Anton Bakkar dan Ahmad Charis Zubaitetodologi Penelitian FilsafafYogyakarta:
Kanisius,1990), him 83.
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Bab Ketiga berisi uraian tinjauan umum Rancangan Undang-Undang
Perkawinan Tahun 1973 dengan didahului uraian set#lJ Perkawinan yang
pernah di Indonesia, kemudian dilanjutkan uraissaddukum RUU Perkawinan
Tahun 1973, sejarah dan isi RUU Perkawinan.

Bab Keempat berisi analisa deskriptif-komparatif terhadapratudan dasar
pemikiran pencatatan perkawinan dalam Rancangan drdadang Perkawinan
Tahun 1973 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun JWang Perkawinan
dan uraian faktor-faktor yang berpengaruh sehintgggdi perubahan dalam
ketentuan pencatatan perkawinan tersebut dan pdahasaunifikasi dalam
hukum perkawinan.

Bab Kelima, merupakan bab penutupang akan menguraikan tentang

kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil penetiian



93

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian dalam skripsi ini dapat diperoleh hasil sebagai
berikut:

1 Ketentuan pencatatan perkawinan dalam RUU Perkawinan termuat
dalam Pasal 2 yang menyatakan :

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai
pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat
perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut
ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum
perkawinan fihak-fihak yang melakukan perkawinan, sepanjang
tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

(2) Pencatatan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasa ini
dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dalam
peraturan perundang-undangan tersendiri.

Hal ini berarti bahwa kedudukan hukum kewajiban pencatatan perkawinan
menurut rumusan RUU tersebut dijadikan sebagai syarat syah suatu perkawinan.
Sehingga apabila perkawinan tidak dilangsungkan di hadapan pegawai dan
dicatat, berarti perkawinan itu tidak sah. Sehingga tidak mempunyai dampak
hukum apapun karena batal demi hukum.

Adapun ketentuan utama pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termuat dalam Pasal 2 yang
menyatakan :

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannyaitu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku
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Kedudukan hukum ketentuan kewajiban pencatatan nikah dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai kelengkapan administrasi negara
sgja, bukan sebagai suatu syarat yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.
Pendapat ini sesuai dengan kehendak dan maksud yang disepakati pembentuk
Undang-undang (Parlemen dan Pemerintah) pada saat pembahasan pada
Pembicaraan Tingkat Il di DPR. Selain itu bukti diterimanya ketentuan
pencatatan perkawinan hanya sebagai ketentuan administratif dalam sistem
hukum perkawinan di Indonesia adalah adanya mekanisme isbat nikah di

Pengadilan Agama

2. Faktor-faktor yang berpengaruh sehingga terjadi perubahan dalam
ketentuan pencatatan perkawinan adalah dikarenakan adanya kesepakatan dalam
sidang Badan Musyawarah DPR yang menyetujui konsensus yang terbentuk
antara Fraksi ABRI dengan Fraksi Persatuan Pembangunan terkait dengan
perumusan pasal-pasal dalam RUU Perkawinan yang dianggap bertentangan
dengan hukum Idlam. Konsensus ini timbul setelah adanya pertemuan antara
tokoh Partai Persatuan Pembangunan dan tokoh umat Isam dengan Presiden
Soeharto. Selain itu faktor lain pendorong perubahan adalah desakan
masyarakat/ekstraparlemen terutama dari masyarakat dan organisas Idam
terhadap ketentuan RUU Perkawinan Tahun 1973 yang dianggap jelas

bertentangan dengan ketentuan dalam hukum perkawinan Islam.
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2. Saran

Kenyataan di lapangan masih banyak mempelai perkawinan yang tidak
mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat yang berwenang. Ada beberapa
saran yang harusnya dilakukan agar ketentuan pencatatan benar-benar dijalankan
sebagai mana kewajiban seharusnya yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintah dalam hal ini penegak hukum polis harus berani menindak
tegas pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan. Hal ini
dikarenakan adanya landas hukum pemberian sanksi pelanggar
pencatatan perkawinan yakni Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975.

b. Sosalisas kepada masyarakat terkait dengan signifikans pencatatan
perkawinan sebagai aas bukti hukum perkawinan. Hal ini bermaksud
agar kepentingan yang mungkin akan dirugikan bisa dilindungi secara
hukum, khususnya bagi kepentingan hukum isteri dan anak.

c. Adapun terkait dengan rencana pembahasan RUU Hukum Terapan
Peradilan Agama yang membahas juga ketentuan pencatatan
perkawinan, maka saran penyusun adalah memperberat ketentuan
hukum bagi pelanggar ketentuan kewagjiban administrasi pencatatan
perkawinan dikarenakan untuk menjamin ketertiban hukum, namun
bukan menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah

perkawinan.
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TERJEMAHAN
BAB |
No | HIm | Footnote Terjemahan
1 17 3C Kebijakan Imam atas rakyatnya harus berdasarkaa
maslahat
2 17 31 Berubahnya fatwa tergantung pada berubahnya w
tempat, keadaan dan kebiasaan
BAB II
No | HIm | Footnote Terjemahan
1 52 44 Berubahnya fatwa tergantung pada berubahnya w
tempat, keadaan dan kebiasaan
2 53 45 Menjaga sesuatu hal di masa lampau yang dem
mengambil sesuatu hal yang baru yang lebih baik
BAB IV
No | HIm | Footnote Terjemahan
1 84 3 Bukti dibebankan kepada yang mendakwakan | dan
sumpah dibebankan kepada yang didakwa
2 85 4 Sesuatu yang membuat kewajiban tidak sempurna
kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib
3 86 6 Hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan umat
4 86 8 Hai-hai orang yang beriman, apabila kammbamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang

penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.




Lampiran I
BIOGRAFI ULAMA

ABU DAWUD
Beliau adalah seorang ulama ahli hadis dan terknagama yang

bermazhab Ahmad bin Hanbal. Karya-karyanya disampidgng hadis juga
mengarang kitab-kitab keagamaan. Abu Dawud adalamngoryang sangat
mencintai ilmu pengetahuan, untuk menambah pengatalya beliau pergi ke
beberapa negara, diantaranya: Mesir, Irak, Hijaz ldarlain. Hasil karyanya
yang monumental adaldditab Sunan Abi Dawud, Kitab al-Marasi dan Kitab-az
Zuhud

AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Noveni#28. Azhar Basyir
merupakan alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam iNegmgyakarta tahun
1956. Memperdalam bahasa Arab pada Universitas Baghdda tahun 1957-
1958, memperoleh gelar Master di Universitas Kaietaoh bidangDirasah
Islamiyahtahun 1965. Kemudian mengikuti pendidikan pascgsa Filsafat di
Universitas Gadjah Mada tahun 1972.

Beliau mengajar sebagai dosen di Universitas Gadgia untuk Filsafat
Islam dan juga dosen luar biasa pada UniversitaBakunadiyah Yogyakarta.
Azhar Basyir tercatat pernah sebagai Ketua UmunmMBRammadiyah (1990-
1995). Aktif pula dalam Majelis Ulama Indonesia dagrnah menjabat pula
sebagai anggota lembaga Fikih Islam Organisasi Ken$e Islam mewakili
Indonesia di Jeddah. Beliau wafat pada hari Sekssayni 1994/1415 H.

Karya tulisnya cukup banyak diantaranya: Hukum &emkan Islam
(1981), Masalah Imamah dan Filsafat Politik Isldr@g1), Filsafat Ibadah Dalam

Islam (1983) dan lain-lain.



AS-SUYUTI

Lahir di Kairo tanggal 1 Rajab 849 H / 3 OktobeA34 dan wafat pada
tanggal 18Jumad al-Awwal910 H/17 Oktober 1505 M. la adalah seorang ahli
figh, mufassir hadis dan penulis produktif dalammblagai disiplin ilmu. Nama
lengkapnya adalah Abdul ar-Rahman bin al-Kamal Abkr B&n Muhammad bin
Sabiq ad-Din al Khudari as-Suyuti dijuluki dengatalad-din alias Abu Fadl.
Nama as-Suyuti berasal dari sebutan daerah beri@uyat, sebuah kota di

sebelah barat sungai Nil, Mesir.

ASY-SYATIBI

Nama lengkapnya lbrahim ibn Musa al-Lahmi al-Garrddn lebih
terkenal dengan sebutan Abu Ishaq asy-Syatibi. Hahdseorang ahli ushul,
mufassir, figh, bahasa dan ilmu kalam. la meninghailia pada hari Senin, 8
Sya’ban 790 H / Agustus 1388 M di Granada, Spanyalyafeyaal-Muwafagat fi
Ushul asy-Syari'aldanal-I'tisam. Keduanya adalah kitab di bidang Ushul Figh.

IMAM BUKHARI

Imam Bukhari mempunyai nama lengkap Abi Abdillah Moimad
Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah ai‘fl al-Bukhari. Beliau
dilahirkan di Bukhara, Uzbekistan, pada hari JulatSyawal 194 H / 810 M.
Beliau terkenal sebagai ahli hadis utama dengamldrafyang sangat kuat.
Penyelidikan/penelitian hadis beliau lakukan dendpgenkelana ke Baghdad,
Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Kusaran, Naisabur ddesir. Beliau
memperoleh hadis dari beberapa hafiz, antara Maki bin Ibrahim, Abdullah
bin Usman al-Marwazi, Abdullah bin Musa al-Abasi, AHasyim asy-Syaibani,
dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari.
Karya tulisnya ada 20 buah, diantara paling monuahteadalahKitab al-Jamf’
ash-SahihatauSahih Bukhariyang disusun sebagai dalam waktu 16 tahun dengan
menemui 1080 guru di bidang hadis. Beliau wafatsith 62 tahun pada tahun 256

H dan dimakamkan di Khartanak dekat Samarkhan.



WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zulidiihirkan di kota
Dar’atiyah bagian dari Damaskus pada tahun 193Bé&fiau belajar di Fakultas
Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memfsdroijazah tertinggi
peringkat pertama pada tahun 1956. Disamping iialbgiga menamatkan ijazah
khusus pendidikantdhassus at-tadr)sdari fakultas Bahasa Arab dan juga ijazah
at-Tadris dari Universitas Samala. Sosok cerdasnemdapatkan gelar Lc dari
Universitas ‘Ain Syams dengan predikatyyid pada tahun 1957. Kemudian
mendapatkan gelar MA tahun 1959 dari Fakultas Huklmversitas al-Qabhirah,
kemudian mendapatkan gelar doctor dalam ilmu hu&syaSyari'ah al-Islamiyah
tahun 1963. Kemudian beliau mengabdikan diri sebpgagajar di Universitas
Damaskus.

Spesialisasi akademis beliau adalah dalam bidamg Figh dan Ushul
Figh. Adapun karya-karya beliau antara laat:Washil Fi Ushul al-Figh al-
Islami, al-Figh al-Islami Fi Ushlubihi al-Jadid, aligh al-Islami wa ‘Adillatuhu,

Tafsir al-Munir fi al-‘Agidah wa asy-Syari’ah wa-&#llanhaj.
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